
 

 

 

 

 
 

BUPATI LAMPUNG TENGAH 

PROVINSI LAMPUNG 
 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH 

NOMOR  20  TAHUN 2021 
 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 
64 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG  

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAM RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LAMPUNG TENGAH, 

 

Menimbang : a. 
 

 

 

 

 

 

b. 

bahwa dalam rangka peningkatan terhadap proses 

pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota 

DPRD Kabupaten Lampung Tengah, perlu merubah 

besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah; 

 
bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a di atas 

dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Lampung Tengah tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 64 Tahun 

2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2017  
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah. 

 

Mengingat      : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 4 Tahun 

1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten 
– kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821); 

 

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 4); 

 

 

 



 

 

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004   tentang 

Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang - Undang Nomor  15 Tahun 2004   tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab  
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang - Undang Nomor    23 Tahun 2014   tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa  kali  terakhir dengan Undang – 

undang Nomor  9 Tahun 2015  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573);  

7. Peraturan  Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik   Indonesia Nomor 6057); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik   Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional   (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 

07 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Raktat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 07, 

Tambahan Lembaran Negara Republik   Indonesia 

Nomor 18). 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan      : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 64 TAHUN 

2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 07 
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG 
TENGAH. 

  

 
Pasal I 

 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 64 

Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020, 

diubah sebagai berikut: 

 
 

Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat 

(5) sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: 
                                          

“Pasal 14 

 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum  dapat menyediakan 
rumah negara  dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan 

DPRD dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan 

diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. 
 

(2) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam 
bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai 

tanggal pengucapan sumpah/janji. 

 
(3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sebagai berikut: 

a. Pimpinan DPRD sebesar Rp 13.000.000,- ( Tiga belas juta 
rupiah)/ bulan termasuk pajak; 

b. Anggota DPRD sebesar Rp 9.500.000,- (Sembilan juta 

lima ratus ribu rupiah)/ bulan termasuk pajak; 

 
(4) Besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. Ketua DPRD sebesar Rp 18.700.000,- (Delapan belas juta 
tujuh ratus ribu rupiah)/ bulan/orang; 

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 15.700.000,- (Lima belas 
juta tujuh ratus ribu rupiah)/ bulan / orang; 

c. Anggota DPRD sebesar Rp. 12.100.000,- (Dua belas juta 

seratus ribu rupiah)/ bulan / orang. 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
(5) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

tidak diberikan selama Pemerintah Daerah menyediakan 

kendaraan dinas. 
 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah. 

 
  

 

Ditetapkan  di Gunung Sugih, 

pada  tanggal   13 April 2021                        
 

BUPATI LAMPUNG TENGAH, 

 
      ttd 

 

                                             MUSA AHMAD 
 

Diundangan di Gunung Sugih 

pada tanggal 13 April 2021 
 

           SEKRETARIS DAERAH 

   KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, 

 
 

       ttd 

 
                      NIRLAN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR  20



 


